BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 29 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH |
KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN BANONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum dalam optimalisasi pengelolaan Perusahaan
Daerah Perkebunan Banongan khususnya kepengurusan
Perusahaan Daerah, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014
tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat
Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1972 Nomor 38);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan
Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun
2005 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
Yang Dipisahkan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah,;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 /Permentan/
OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman
Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan
Banongan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2014 Nomor 19);

24, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 29 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH PERKEBUNAN BANONGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Bupati Situbondo

Nomor 29 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun

2014 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan

(Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor

30) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga

berbunyi sebagai berikut :

(1) Bupati menyampaikan masing-masing 1 (satu) orang
calon Direksi hasil seleksi kepada DPRD guna
mendengar pertimbangan untuk ditetapkan sebagai
Direksi.

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Direksi
PD Perkebunan Banongan dilaksanakan oleh Bupati.

(3) Bupati dapat menetapkan hanya 1 (satu} orang
Direktur, karena :

a. menurunnya likuiditas dan solvabilitas PD

Perkebunan Banongan artinya bahwa PD
Perkebunan Banongan tidak mampu memenuhi
kewajiban jangka pendek atau jangka panjang;

b. berdasarkan laporan keuangan, arus kas (cash
flow) PD Perkebunan Banongan masih belum baik
sehingga perlu menjaga likuditas dan solvabilitas;

c. perlu dilakukan efisiensi sumber daya manusia
guna mengurangi belanja pegawai;

d. berkurangnya cakupan usaha akibat lahan yang
dikerjasamakan dengan pihak ketiga lebih luas
daripada yang dikelola sendiri;
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e. produktivitas PD Perkebunan Banongan menurun
sehingga berpengaruh pada kondisi keuangan PD
Perkebunan Banongan,

f. menurunnya inovasi PD Perkebunan Banongan;

g. PD Perkebunan Banongan terancam bangkrut
karena profit PD Perkebunan Banongan semakin
menurun.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah

Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 0 4 NOV 2016
BUPATI SITUBONDO,
DADANG WIGIARTO
Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 04 N0V 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
M
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 3




